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Abstrak 

Kata kunci : Persepsi, akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan keuangan desa. 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perbedaan persepsi 

masyarakat desa Tanjung Perada kecamatan tempunak kabupaten sintang terhadap 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa ditinjau dari faktor 

gender, usia dan tingkat Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode campuran 

(mix method) dengan strategi eksplanatoris sekuensial, yaitu penggabungan Teknik 

penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan data primer. Sampel penelitian ini adalah 

65 masyarakat desa tanjung perada. Hasil uji man-whitney menunjukan bahwa 

gender tidak berkorelasi dengan persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan. Uji korelasi Rank – Spearman menunjukan 

bahwa usia tidak memiliki hubungan dengan persepsi masyarakat mengenai 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, dan pada tingkat 

Pendidikan tidak memiliki hubungan dengan persepsi masyarakat mengenai 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Metode kualitatif yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan wawancara sebagai 

teknik pengumpulan data. Hasil wawancara dengan menunjukan hasil yang sejalan 

dengan penelitian kuantitatif. 
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“PUBLIC PERCEPTION OF GOVERNMENT ACCOUNTABILITY AND 

TRANSPARENCY FOR VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT 

(Case Study in Tanjung Perada Village, Tempunak District, Sintang 

Regency)" 

 
 

Vetronela Delviana 

12190518 

Accounting Study Program, Faculty of Business 

Duta Wacana Christian University 

Email: Vetronela674@Gmail.Com 

Abstract 

 
 

This research aims to analyze and understand differences in perceptions of 

the people of Tanjung Perada village, Tempunak sub-district, Sintang district 

regarding accountability and transparency in village financial management in 

terms of gender, age and education level factors. This research uses a mixed method 

with a sequential explanatory strategy, namely combining quantitative and 

qualitative research techniques with primary data. The sample for this research 

was 65 residents of Tanjung Perada village. The results of the Man-Whitney test 

show that gender does not correlate with public perceptions of accountability and 

transparency in financial management. The Rank - Spearman correlation test 

shows that age has no relationship with community perceptions regarding 

accountability and transparency in village financial management, and at the 

education level it has no relationship with community perceptions regarding 

accountability and transparency in village financial management. The qualitative  

method used is descriptive analysis using interviews as a data collection technique. 

The results of the interviews showed results that were in line with quantitative 

research. 

 
Keywords: Perception, accountability, transparency and village financial 

management. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Akuntansi sektor publik dalam perkembangannya disebut sebagai akuntansi 

dana publik, hal ini merupakan cara dari akuntansi dan mekanisme yang diterapkan 

dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga tertinggi negara dan departemen 

dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan sosial, ataupun 

proyek kerjasama publik-swasta. Akuntansi sektor publik adalah proses 

mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mempertanggungjawabkan transaksi 

keuangan dari entitas pemerintah daerah sehubungan dengan keputusan keuangan 

yang diperlukan oleh pihak eksternal (Dwi Ratmono, 2015). Di dalam suatu 

akuntansi sektor publik, data yang digunakan adalah data akuntansi dan bertujuan 

untuk memberikan informasi tentang keadaan ekonomi dan keadaan keuangan di 

dalam suatu sektor publik tersebut kepada otoritas eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif serta publik. Selain itu, akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai 

sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana untuk 

melaporkan kepada publik, masyarakat menuntut agar badan akreditasi 

dilaksanakan secara transparan dan juga akuntabel. Standar Akuntansi Keuangan 

Sektor Publik pada akhirnya akan memberikan kerangka kerja untuk berfungsinya 

tahapan siklus akuntansi Sektor Publik. Siklus mana yang meliputi semua urutan 

cara mulai dari sebuah persiapan, perkiraan, penerapan anggaran, penyediaan 

barang dan jasa, pelaporan, audit, dan akuntabilitas publik. 

Pemerintah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dengan 

adanya reformasi khususnya dalam otonomi daerah, yang mana ilmu akuntansi 

sangat berkembang dalam akuntansi pemerintah, sehingga akuntansi lingkungan 

pemerintah daerah dikhususkan untuk pencatatan transaksi dan pelaporan hasil 

pemerintahan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas yang dimana 

pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan proses pengelolaan sumber 

daya dan melaksanakan kebijakan yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan melalui pelaporan serta dapat memberikan informasi 

keuangan yang jujur kepada publik dan mematuhi peraturan perundang-undangan. 
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Pemerintah desa bertanggung jawab secara vertikal kepada pemerintah 

kabupaten/kota seperti kepada gubernur/wali kota. Sementara itu, tanggung jawab 

secara horizontal terletak pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 

masyarakat itu sendiri. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan 

pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang 

ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, 

peran sistem akuntansi desa sangat berguna dalam pengelolaan, perencanaan, 

pengendalian dan pelaporan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBD) yang digunakan untuk membiayai program atau infrastruktur desa seperti 

proyek APBD diperoleh dari publik, dan non- infrastruktur seperti pendidikan, 

budaya tradisional, peningkatan tenaga kerja daerah dan pendapatan desa melalui 

aset desa. Pemerintah desa juga harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas 

kepada masyarakat desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang benar sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun (2007) tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan. Selain itu, fungsi dari Pemerintah Desa adalah 

melaksanakan amanah dari masyarakat desa secara bertanggung jawab dan 

akuntabel. Dengan adanya hal ini masyarakat dapat menilai kinerja perangkat desa 

yang ada di pemerintahan desa secara langsung, jika kinerja baik maka akan ada  

apresiasi dari masyarakat dalam kinerja tersebut, namun bila hasil pengelolaan 

keuangan desa tidak diungkap kepada masyarakat maka pemerintah desa belum 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat umum. 

Persepsi merupakan sekumpulan proses yang menyebabkan individu 

menjadi sadar akan lingkungannya dan kemudian menginterpretasikannya 

(Moorhelad dan Griffin, 1989 dalam Jonels, 1992). Menurut Robbin (1995) 

persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan kesan-kesan sensori mereka untuk memberi makna atas 

lingkungannya. 

Masyarakat merupakan salah satu pilar demokrasi. Semua kebijakan dalam 

negara demokrasi dilakukan dengan hati nurani dan aspirasi rakyatnya. Masyarakat 

menjadi elemen negara yang menjadi sasaran dan merasakan secara langsung 

dampak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Keberhasilan kebijakan ini dapat 

dilihat dari sejahtera, adil, dan makmur, sehingga pandangan masyarakat menjadi 
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hal yang tidak dapat dihindari. Demikian pula dengan akuntabilitas dan transparansi 

dalam pengelolaan keuangan desa, pandangan dan makna yang masyarakat pahami 

dapat menjadi gambaran aspirasi dan harapan sehingga pemerintah dan masyarakat 

dapat mencapai tujuan bersama. 

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan 

sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan 

fisikal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. 

Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, 

ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan 

jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisikal, informasi, dan 

penjabarannya (Mardiasmo, 2009). 

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). 

Desa merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang berinteraksi langsung 

dengan masyarakat yang menjadi salah satu pokok pembangunan pemerintahan 

karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan. Desa adalah bentuk 

pemerintahan terendah dan ujung tombak dalam melakukan pembangunan 

diharapkan dapat melaksanakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya salah 

satunya adalah pengelolaan perekonomian desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 

menyatakan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Desa berperan penting 

sebagai mitra (partner) pada saat ini dan pada saat yang akan mendatang bagi 

pembangunan kota adalah sebagai tenaga penggerak pembangunan kota, maka 
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perlu adanya dukungan seperti sumber daya manusia yang berkualitas, dana, sarana 

dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa tercermin dalam laporan 

keuangan pemerintahan desa. Terkait hal ini, pemerintah mengacu pada 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab, melakukan pembinaan dan 

pengawasan dengan menerbitkan pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan 

desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan desa yang memadai, 

laporan keuangan desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah Desa (SAPDesa). Penyusunan SAPDesa dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang saat ini menjadi 

signifikan setelah adanya dana desa. Kebutuhan ini teridentifikasi pada rapat pleno 

bersama Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan 

merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi dan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan juga harus 

mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum dan wajar. 

Akuntansi di desa hadir sebagai sebuah reformasi dibidang keuangan, yang 

dihasilkan dari paradigma sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat untuk 

pelaksanaan pemerintahan yang baik. Akuntansi desa bisa diartikan sebagai catatan 

dari proses transaksi yang ada di desa lalu dibuktikan dengan nota-nota untuk 

kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang menghasilkan 

informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak terkait. 

Sehingga akuntansi desa menjadi seperangkat sistem dan kebijakan akuntansi yang 

memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangannya 

sebagai pengelola dana publik yang diberikan oleh masyarakat. Akuntansi desa di 

sini memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pengelolaan dana desa 

dari pemerintah pusat agar terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik 

khususnya pada keuangan desa. Dengan adanya akuntansi desa, pengelolaan dana 

desa akan semakin akuntanbel dan transparan sehingga dana desa dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya untuk menciptakan lapangan kerja, mengatasi 

kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 
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Desa Tanjung Perada merupakan salah satu desa di Kecamatan Tempunak, 

Desa Tanjung Perada memiliki dana desa yang cukup besar, dalam melaksanakan 

hak dan kewajibannya dalam mengelola laporan keuangan perlu adanya 

akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Dalam tahapan akuntabilitas pemerintah 

desa bisa diungkapkan melalui papan informasi ataupun dirapat dan musyawarah 

pembangunan desa dan dalam tahapan transparansi wajib menyampaikan 

pendapatan dan pengeluaran desa sehingga masyarakat mengetahui hal tersebut. 

Permasalahan yang terjadi terjadi adalah transparansi pengelolaan keuangan sudah 

dilakukan tetapi belum maksimal, dikarenakan beberapa pos tertentu dalam laporan 

keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa. Laporan yang 

disampaikan kepada masyarakat hanya biaya umum terkait biaya pembangunan, 

biaya terkait urusan ke dalam seperti (perlengkapan kantor, perjalanan dinas, 

honorarium, dan sebagainya) hanya diketahui secara internal saja oleh pemerintah 

desa. Kemudian, dana yang ada di lapangan seperti laporan pengelolaan dana desa 

yang ada di website belum terupdate tepat waktu. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir sebagai kebijakan 

afirmatif atas tuntutan serta tekanan publik (Nata, 2017). Berdasarkan regulasi 

tersebut, desa memiliki pendapatan yang tidak lagi kecil seperti era sebelumnya, 

peluang ini harus dapat dioptimalkan oleh desa untuk dapat memberdayakan 

dirinya agar memiliki kemandirian, kemampuan untuk melaksanakan tugas serta 

fungsi pemerintahan yang menunjukkan prakarsa pembangunan yang dimulai dari 

desa. Begitupun dengan hasil dari evaluasi atas pelaksanaannya, kebijakan dana 

desa telah terbukti dapat menghasilkan capaian yang dapat berguna untuk 

masyarakat, yang diantaranya berupa infrastruktur jalan desa 95,2 ribu kilometer; 

kemudian jembatan sepanjang 914 ribu meter; sarana air bersih 22.616 unit; 2.201 

dermaga; 14.957 dan lainnya yang sangat menunjang kehidupan di desa (Buku 

Saku Dana Desa, 2017). Akan tetapi secara nasional, capaian ini belum tuntas 

implementasinya, masih ada hal-hal yang dapat menjadi penghambat pencapaian 

dalam implementasi kebijakan, hal tersebut terlihat pada periode 2018, telah 

tercatat 900 kasus yang menjerat para perangkat desa di Indonesia yang terindikasi 

telah menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan dana desa (Merdeka, 

2021). 
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Kasus dana desa yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat, salah satu nya 

Desa X Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat (Lombok Post, 2020) yang 

menjadi setting penelitian ini. Desa X setiap tahunnya dapat anggaran dana desa 

ataupun alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa itu sendiri, namun 

dalam pengelolaannya ditemukan adanya penyalahgunaan dana desa yang 

dilakukan oleh mantan kepala desa dan sekretaris desa. Sesuai dengan hasil putusan 

dengan Nomor Perkara 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN MTR menyatakan bahwa SH 

sebagai mantan kepala desa dan BH sebagai sekretaris desa terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Keduanya dikenakan 

denda masing-masing Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. Kedua 

terdakwa juga turut dibebankan uang pengganti kerugian negara masing-masing 

sebesar Rp 287,98 juta. Di mana, uang pengganti negara tersebut bertujuan untuk 

memulihkan kerugian negara dari korupsi anggaran dana desa yang nilainya sebesar 

Rp 575,96 juta dari total anggaran sebesar Rp 1,8 miliar (Pengadilan Negeri 

Mataram, 2022). Dana tersebut ada yang dialokasikan untuk proyek pembangunan 

dan pembangunan fiktif. Dimana pembangunan tersebut telah ada laporannya, 

namun bentuk fisik dari pembangunan tersebut justru tidak ada. Kemudian, 

sebagian dana tersebut juga digunakan untuk mark-up harga yang dalam laporannya 

harga dibuat tidak sesuai dengan harga sebenarnya. 

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan 

laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Dengan adanya penerapan 

akuntansi pada pemerintahan desa yang mana dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan 

akuntabilitas dan transparansi keuangan desa mengingat besarnya jumlah dana desa 

yang diterima tentunya membantu pemerintah desa dalam menyajikan laporan 

keuangan yang relevan supaya mudah untuk dipertanggungjawabkan dan disusun 

sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga kinerja penyelenggaraan 

urusan-urusan pemerintahan dapat optimal dengan harapan akan berimplikasi pada 

minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan good governance dapat 

diwujudkan. Good Governance merupakan suatu pelaksanaan manajemen 

pembangunan yang pasti dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi 

dan pasar yang efisien, sehingga Good Governance berperan sebagai sarana untuk 

mencegah penyalahgunaan dana investasi dan mencegah korupsi, baik secara 
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politik maupun administratif. Untuk mencapai Good Governance dalam tata kelola 

pemerintahan maka prinsip-prinsip Good Governance helndaknya ditegakkan 

dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan, prinsip ini 

meliputi : partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), 

transparansi, kesetaraan semua warga, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan 

visi strategi. World Bank (Haryanto, 2007) mendefinisikan good governance 

sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai “Persepsi Masyarakat atas Akuntabilitas dan 

Transparansi Pemerintah atas Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus pada Desa 

Tanjung Perada, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang). 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah Akuntabilitas Desa Tanjung Perada Kecamatan Tempunak sudah 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)? 

2. Apakah Transparansi Desa Tanjung Perada sudah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)? 

3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan desa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji Akuntabilitas pada Desa Tanjung Perada Kecamatan 

Tempunak berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Desa (SAPDesa). 

2. Untuk menguji Transparansi pada Desa Tanjung Perada Kecamatan 

Tempunak berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa 

(SAPDesa). 

3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas 

dan transparansi pengelolaan keuangan desa. 

1.4 Kontribusi Penelitian 

a. Kontribusi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan 

sebagai referensi untuk mengkonfirmasi atau mengembangkan teori dibidang 
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literatur akuntansi sektor publik khususnya terkait dengan persepsi, akuntabilitas, 

dan transparansi. 

b. Kontribusi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pelaku 

organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan desa yang dapat meningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi secara signifikan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batas penelitian ini Pada penelitian ini hanya memfokuskan pada 

permasalahan mengenai Persepsi Masyarakat atas Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pemerintah atas pengelolaan keuangan desa. Dimana objel k 

penelitian hanya difokuskan pada Desa Tanjung Perada yang terdapat di 

Kecamatan Tempunak. Penelitian ini hanya berfokus mengenai 

akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola keuangan 

desa. 
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BAB V 

KELSIMPUL AN, KELTELRBATASAN DAN SARAN 

 

5.1 Kelsimpulan 

Setelah peneliti melakukan pengambilan data melalui kuesioner kepada 

masyarakat desa Tanjung Perada untuk pengumpulan data kuantitatif dan 

melakukan wawancara kepada 3 orang narasumber yang sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan untuk pengumpulan data kualitatif maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

a. Gender menunjukan koefisien signifikansi sebesar 0,066 > 0,05 artinya 

menolak hipotesis ke-1, dengan demikian perbedaan gender didalam 

desa tidak memiliki korelasi terhadap persepsi masyarakat atas 

akuntabilitas dan transparansi. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan tentang persepsi masyarakat atas akuntabilitas 

dan transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan desa diantara 

laki- laki dan perempuan. Kemudian didukung dengan data kualitatif 

yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara 

informan laki- laki dan perempuan mengenai persepsi masyarakat atas 

akuntabilitas dan transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan 

desa Tanjung Perada. 

b. Usia menunjukan 0.624 > 0,05 artinya menolak hipotesis kel-2, dengan 

demikian usia masyarakat desa Tanjung Perada tidak memiliki korelasi 

terhadap persepsi masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi 

pemerintah atas pengelolaan keuangan desa. Hal ini menjelaskan bahwa 

masyarakat desa yang berbeda usia tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan terhadap persepsi masyarakat atas akuntabilitas dan 

transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan desa. Kemudian hal 

ini didukung dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa usia 

masyarakat desa Tanjung Perada tidak memiliki korelasi terhadap 

persepsi masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi pemerintah atas 

pengelolaan keuangan desa Tanjung Perada. 
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c. Tingkat Pendidikan menunjukan 0,333 > 0,05 artinya menolak hipotesis 

ke-3, dengan demikian tingkat pendidikan masyarakat desa Tanjung 

Perada tidak memiliki korelasi terhadap persepsi masyarakat atas 

akuntabilitas dan transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan 

desa. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

tentang persepsi masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi 

pemerintah atas pengelolaan keuangan desa antara masyarakat yang 

berpendidikan rendah dengan yang lebih tinggi. Kemudian didukung 

dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak 

memiliki korelasi terhadap persepsi masyarakat atas akuntabilitas dan 

transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan desa Tanjung 

Perada. 

d. Secara umum berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif 

pada desa Tanjung Perada sudah akuntabel dan transparan melihat dar i 

adanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adanya laporan 

berkala mengenai pengelolaan keuangan desa dan publikasi dalam 

bentuk pemasangan spanduk, pengumuman saat diadakannya rapat dan 

publikasi melalui media yang telah disediakan mengenai kegunaan dana 

desa beserta kinerja yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan 

kepada masyarakat membuktikan bahwa Desa Tanjung Perada telah 

transparan dalam menyampaikan pertanggungjawaban keuangan desa. 

Kemudian, aparat desa selalu melibatkan masyarakat dalam musyawarah 

dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan, mereka diberikan 

kesempatan untuk menanyakan pertanyaan seputaran penggunaan dana 

desa dan laporan yang disampaikan aparat desa, masyarakat juga 

diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat serta kritikan saat 

rapat berlangsung dengan demikian masyarakat dapat menilai akuntabe l 

dan transparannya pemerintah desa terhadap pengelolaaan keuangan 

desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat desa. 

5.2 Keltelrbatasan 

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 
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a. Pengisian kuesioner dari responden tidak menghindari bias sosial dari 

respon. 

b. Persepsi masyarakat hanya dilihat dari faktor eksternal yakni 

penafsiran, objel k dan keadaan. 

c. Responden terbatas hanya pada 1 (satu) desa saja, yaitu Desa Tanjung 

Perada. 

5.3 Saran 

Berikut adalah saran-saran untuk perbaikan dan pengembangan 

untuk penelitian selanjutnya yaitu : 

a. Memperluas cakupan penelitian pada desa-desa lainnya yang ada 

didalam kecamatan Tempunak. 

b. Mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel yaitu 

mengenai perencanaan pelaksanaan keuangan desa. 

c. Meneliti faktor- faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi 

masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi. 

d. Pemerintah Desa Tanjung Perada diharapkan lebih transparan kepada 

masyarakat dalam hal jumlah anggaran secara keseluruhan, 

realisasinya, dan sisanya, sehingga masyarakat mengetahui sejauh 

mana anggaran tersebut telah dijalankan. 
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